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https://hulondalo.id/nelson-resmikan-21-proyek-apbd-senilai-rp615-miliar/ 

Hulondalo.id – Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo meresmikan 21 proyek yang dibiayai APBD 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, senilai Rp61,5 miliar. 21 proyek ini kata Bupati, merupakan hadiah 

istimewa untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo. Selasa (29/11/2022), didampingi Wabup Gorontalo, 

Hendra Hemeto 21 proyek tersebut diresmikan. 21 proyek tersebut kata Bupati, antara lain dari Dinas 

PUPR, Dinas Dikbud, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan KB. 

Lebih jauh Bupati mengatakan, 21 proyek tersebut diantaranya, peningkatan jalan Yosonegoro – Hutabohu, 

peningkatan jalan Mohiyolo – Pangahu, peningkatan jalan Ulapato A – Hilingo, peningkatan jalan Malahu 

Tapaluluo, 

Peningkatan jalan Adam Hoesa – Dulamayo Selatan, peningkatan jalan irigasi DI Pangahu, pembangunan 

jaringan distribusi IPA Tamaila. 

Di Dinas Dikbud antara lain, beberapa rumah dinas guru di SMP Negeri 4 limboto Barat, SMP Negeri 4 

Telaga, SMP Negeri 3 Satap Tabongo, kemudian gedung Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Telaga 

Biru, gedung Laboratorium Komputer SDN 7 Telaga Jaya, pembangunan UKS SMP Negeri 9 Tilango, 

toilet (Jamban) SDN 3 Tilango. 

“Untuk Dinas Ketahanan Pangan antara lain, pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur Desa Iloponu, 

pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur II Desa Hubtulohulawa, pembangunan lumbung pangan 

dan lantai jemur Desa Tiohu,” ujar Bupati. 

Sedangkan di Dinas kesehatan, proyek-proyek tersebut yakni, pembangunan Puskesmas Puncak Telaga, 

pembanguan Gedung Rawatan Puskesma Telaga. 

Di Dinas Perikanan ada pengadaan satu unit pengelolaan abon ikan beserta perlatan di Desa Dulamayo 

Bongomeme, dan Dinas KB berupa renovasi kantor Penyuluh KB Desa Kayubulan Batudaa Pantai. 

https://hulondalo.id/nelson-resmikan-21-proyek-apbd-senilai-rp615-miliar/
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Selain itu, dari 52 paket jalan yang bersumber dari Dana PEN, 6 paket pekerjaan jalan diantaranya 

diresmikan secara simbolis Ditengah keterbatasan diakui Bupati, akan terus berupaya mensejahterakan 

masyarakat.  

Sumber Berita:  

Gorontalopost.id, Nelson Resmikan 21 Proyek APBD Senilai  

Rp61,5 Miliar https://hulondalo.id/nelson-resmikan-21-proyek-apbd-senilai-rp615-miliar/  [diakses pada 

12 Desember 2022]. 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 

a. Pasal 1: 

1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban 

Daerah tersebut. 

2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

https://hulondalo.id/nelson-resmikan-21-proyek-apbd-senilai-rp615-miliar/
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8) angka 22 menyatakan bahwa Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

9) angka 23 menyatakan bahwa  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan 

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

11) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati 

bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.  

12) angka 64 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah.  

b. Pasal 4: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APDB, 

dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, 

dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

untuk dibahas bersama; 

c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD; 

c. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

d. Pasal 89: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 

berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD. 
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2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a) kondisi ekonomi makro daerah;  

b) asumsi penyusunan APBD;  

c) kebijakan Pendapatan Daerah;  

d) kebijakan Belanja Daerah;  

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f) strategi pencapaian. 

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan tahapan: 

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja 

Pemerintah Pusat setiap tahun; dan  

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

Program dan Kegiatan. 

e. Pasal 90: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD 

paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam 

menyusun RKA SKPD. 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

f. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama 

rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 

6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala 

Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, 
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rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui 

bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada: 

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan 

kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja 

program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. 


